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ABSTRAK

Mengangkat peristiwa ini merupakan suatu ketertarikan karena dari peristiwa ini muncul beberapa spekulasi tentang kasus runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara, Tindak Pidana yang mengacu pada dugaan korupsi hingga unsur kesengajaan, atau murni kelalaian yang diakibatkan pekerja dan penanggung jawab dalam proses pemeliharaan, sehingga disini penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa ini dari itu penulis mengangkat judul  tentang Peran Kepolisian Resort Kutai Kartanegara Dalam Penanganan Kasus Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara Berdaarkan Kuhap.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan kewenangan Kepolisian dalam menangani kasus runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara serta untuk Mengetahui  hal apa saja yang menjadi hambatan penyidik dalam menangani kasus ini dan yang teakhir tentunya untuk menambah khazanah keilmuan bagi seluruh civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Kata Kunci: Penyidik, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Konsrtuksi Jembatan, Tersangka

ABSTRACT

Lifting this title is an interesting thing for authors, because of these events appear caused some speculation about the case of Kutai bridge collapse, Crime referring to allegations of corruption to the “Deliberate element”, or pure negligence that caused the workers and the person in charge in the process of maintenance, so the author want to know how exactly this event so the author lifted the title about Role of Kutai Kartanegara Police in Handling Cases of Kutai Kutai Bridge Collapse of Criminal Procedure.

The research method in this thesis include the type of research that uses methods of empirical jurisdiction, primary and secondary data sources, the study site in Kutai Police and Department of Public Works , data collection techniques such as literature studies and field studies that include observation, interviews, and documentation.

The purpose of this study was to determine the duties and authority of the police in handling the case of the collapse of Kutai bridge as well as for knowing what are the barriers to the investigator in charge of the case and to add the treasures of knowledge for the entire academic community of the University of Samarinda August 17, 1945 lastly.

Results showed that : Kutai Police have carried out duties and responsibilities pursuant to Article 6, Article 7, Article 8 and Article 9 of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian police in the event of the collapse of Kutai Bridge next to the investigation process by Investigator Police aquatic mammal has been in accordance with the Law - Criminal Procedure Code is reinforced in Article 16 and in the process until the beginning of the title Determination Case Suspect, Police encountered some obstacles such as case investigation activities Article 359 of the Criminal Code in conjunction with Article 360 ​​of the Criminal Code.

The author hopes of incident events Kutai Bridge Collapse of the Government and the Company is the winning bidder over do a better planning until the implementation of the maintenance of this bridge, in order to avoid further accidents which caused loss of human life, and I appreciate the performance of the police who have successfully set the suspects in the event of collapse of the Kutai Kartanegara Bridge.
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PENDAHULUAN
Sebagai alat penghubung antara Tenggarong Kota dengan Kecamatan Tenggarong Seberang, jembatan Kutai Kartanegara yang melintas diatas sungai Mahakam dengan panjang keseluruhan mencapai 710 meter dengan bentang  bebas, atau area yang tergantung tanpa penyangga ini merupakan Jembatan Gantung terpanjang Di Indonesia, Jembatan ini juga dikenal  masyarakat  sekitar sebagai Golden Gate nya Indonesia dikarenakan jembatan Kutai Kartanegara Ing Martadipura merupakan nama lengkap jembatan tersebut, yang didesain menyerupai bentuk Jembatan  Golden Gate yang terdapat di San Fransisco, Amerika Serikat. Selain sebagai penghubung antara Tenggarong Kota dengan Kecamatan Tenggarong Seberang, Jembatan ini juga mempermudah akses perekonomian antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda yang hanya berjarak tempuh kurang lebih 18km.

Adapun fungsi jembatan sebagai alat penghubung antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kota Samarinda ini selain akan memudahkan perekonomian masyarakat sekitar serta akan memudahkan urusan birokrasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Provinsi.

Pada tahun 2011 tepatnya bulan November Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pekerja Umum memberikan tanggung jawab kepada PT. Bukaka Teknik Utama selaku pemenang tender untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan guna mengetahui bagaimana keadaan fisik kondisi jembatan tersebut.

Diharapkan dengan adanya pemeliharaan jembatan ini yang bertujuan untuk  merawat serta memastikan kondisi jembatan Kutai Kartanegara tersebut yang usianya sepuluh tahun terhitung mulai dari penyerahan  akhir pekerjaan kontruksinya (final hand over) kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain untuk merawat dan memastikan keadaan jembatan, tentu pemeliharaan ini dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kegagalan bangunan. 

Kegagalan Bangunan yang dimaksud ialah dalam Undang – Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi Pasal 1 butir ke 8 yang dimaksud dengan Kegagalan Bangunan ialah sebagai berikut :
“Keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada penguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa”.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris.
1. Sumber Data

a. Sumber data primer : yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Yakni penulis disini mengumpulkan data secara langsung di lokasi peneltian, serta melakukan observasi langsung terkait dengan judul yang penulis sajikan dan interview terhadap responden.

b. Sumber data sekunder : yakni antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Penulis disini memperoleh data sekunder berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta beberapa buku dan literatur yang relevan terhadap judul yang diangkat oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian



Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Republik Indonesia Kalimantan Timur Resort Kutai Kartanegara tepatnya di jalan Wolter Monginsidi  KM 4 Tenggarong, Sebagai informasi pendukung untuk menambah refrensi penulisan Skripsi ini, penulis juga melibatkan Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kutai Kartanegara yang bertempat di Jalan Pesut Komplek Perkantoran Bupati Tenggarong Kutai Kartanegara.
3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan : Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan kajian-kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi di Lapangan : Yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari pihak Kepolisian Resort Kutai Kartanegara selaku Penegak Hukum sebagai tugas pokok dan wewenangnya dalam peristiwa ini yang meliputi Jumlah Tersangka termasuk Identitasnya serta Jumlah korban,  Identitas para korban. yakni dengan metode :

1. Observasi yakni biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena – fenomena yang diteliti. Penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian.

2. Wawancara yakni merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden terkait dengan judul skripsi penulis.

3. Dokumentasi suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Yakni penulis mecatat beberapa data – data yang mendukung di tempat guna mendukung kelengkapan bahan skripsi penulis.

PERMASALAHAN

Pada tahun 2011 tepatnya bulan November Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pekerja Umum memberikan tanggung jawab kepada PT. Bukaka Teknik Utama selaku pemenang tender untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara guna mengetahui bagaimana keadaan fisik kondisi jembatan tersebut.


Diharapkan dengan adanya pemeliharaan jembatan ini yang bertujuan untuk  merawat serta memastikan kondisi jembatan Kutai Kartanegara tersebut yang usianya sepuluh tahun terhitung mulai dari penyerahan  akhir pekerjaan kontruksinya (final hand over) kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain untuk merawat dan memastikan keadaan jembatan, tentu pemeliharaan ini dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kegagalan bangunan. 


Pada saat pelaksanaan pemeliharaan ini telah terjadi suatu kecelakaan yakni runtuhnya jembatan tersebut yang mengakibatkan meninggalnya 24 jiwa yang sudah ditemukan dan diperkirakan masih terdapat 12 orang korban yang belum ditemukan, adapun korban luka berat sebanyak 9 Orang sedangkan luka ringan  30 Orang.


Tentu dengan peristiwa ini Kepolisian berperan aktif serta ekstra guna mengetahui lebih mendalam terhadap kasus ini, bagaimana peran kepolisian serta apakah terdapat suatu hambatan-hambatan dalam penanganan kasus.
                                   PEMBAHASAN
A. A. Tugas Dan Kewenangan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Dalam Menangani Kasus Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara

Kepolisian merupakan suatu lembaga atau institusi penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk mengayomi, melindungi, serta melayani masyarakat dengan sebaik – baiknya, hal ini diperjelas dengan bunyi pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa  Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat :

b. Menegakkan hukum dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika melihat dari bunyi Pasal diatas tersebut sangat jelas sekali bahwa amanat Undang – Undang Dasar 1945 terkait dengan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi menegakkan hukum yang setegak – tegaknya tanpa memihak kepada siapapun, baik kepada golongan tertentu, agama tertentu, warna kulit tertentu, karena siapapun yang bersalah wajib diadili dengan ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia dikarenakan setiap warga Negara Indonesia memiliki kesamaan di mata Hukum tanpa memandang strata seseorang dan dipertegas didalam pada  Pasal 28D poin satu Undang – Undang tersebut yang menyatakan bahwa : 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum”.

Sehingga Kepolisian wajib menjalankan amanat di dalam Undang – Undang tersebut karena jangan sampai terjadi suatu ketimpangan yang timbul di dalam persoalan penegakan Hukum di Negeri ini sehingga membuat sebuah pertanyaan besar tentang kinerja Kepolisian di dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum. Tentu di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian memerlukan mitra kerja yang baik dan terus bersinergi dengan lapisan masyarakat untuk terus menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, serta melayani masyrakat dengan semaksimal mungkin.

Di dalam tubuh Kepolisian ini pun setiap personil memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing – masing, kali ini karena penulis mengangkat suatu judul yang intisarinya menjelaskan bagaimana tugas dan wewenang Kepolisian dalam peristiwa runtuhnya jembatan Kukar ini ialah Kepolisian yang bertindak sebagai penyidik memiliki suatu wewenang yang tercantum di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 7 yakni :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara:

i. Mengadakan penghentian penyidikan.

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penanganan kasus runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 lalu Kepolisian Resor Kukar memiliki suatu kewenangan dan tugas untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, dan berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa penyidik yang menangani kasus runtuhnya jembatan kukar ini berjumlah 20 penyidik yang memanggil beberapa orang saksi, dasar penyidikan ini ialah  Laporan Polisi Nomor : LP /  770  / XI / 2011 / KALTIM / RES KUKAR, Tanggal 26 November 2011 tentang dugaan perkara karena kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang dan luka-luka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 360 KUHP Sprint Sidik Nomor : 237 / XII / 2011 / KALTIM / RES KUKAR, Tanggal 2 Desember 2011.

Adapun kronologis awal terjadinya peristiwa runtuhnya jembatan kukar ini ialah bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2011, sekitar jam 16.00 wita sedang dilakukan kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara yang menghubungkan kota Tenggarong dengan Kecamatan Tenggarong seberang oleh PT. Bukaka Teknik Utama. Pada saat pekerjaan sedang berlangsung sekitar jam 16.25 Wita tiba-tiba jembatan tersebut ambruk ke dalam Sungai Mahakam bersamaan dengan kendaraan dan masyarakat yang sedang melintasi diatas jembatan tersebut maupun pekerja yang ada.  Secara lebih rinci kronologis kejadian terebut ialah :

1. Pemancangan dimulai oleh Pimpro Ir. Bahrudin (alm), Kontraktor pelaksana PT. Hutama Karya, Konsultan Perencana PT. Perencana Jaya dengan nilai anggaran sebesar kurang lebih Rp.110.000.000.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Rupiah) dan selesai tahun 2001 selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Dari tahun 2001 sampai dengan 2006 tidak ada pemeliharaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Pada tahun 2006 dilakukan pemeliharaan dengan konsultan perencanaan PT. Indenes Utama Engineering untuk perencanaan pekerjaan struktur bawah  jembatan ( monitoring stabilitas abutman jembatan Kutai Kartanegara ) diperkirakan sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

4. Pada tahun 2007 pelaksana pekerjaan fisik PT. Hutama  Karya dengan item pekerjaan pengisian pasir di abutman dan pemasangan expention joint dengan nilai anggaran sebesar kurang lebih Rp.1,700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

5. Pada tahun 2011 dilakukan pekerjaan pemeliharaan jembatan kukar oleh PT. Bukaka Teknik Utama dengan anggaran sebesar Rp. 2.798.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan item pekerjaan penggantian dan pemeliharaan baut klem bagian bawah, pengencangan baut klem bagian atas, penyesuaian chamber lantai jembatan, pengecekan dan pengencangan baut rangka baja, penggantian expantion joint  GAP 16 cm. 

6. Pada tanggal 26 November 2011 dilakukan pekerjaan penyesuaian chamber oleh PT.Bukaka Teknik Utama, dan ketika pelaksanaan pengejackkan terjadi, kemudian tiba-tiba klem bagian atas yang menghubungkan kabel penggantung dengan kabel utama patah tepat di bagian tengah pekerja PT.Bukaka Teknik Utama sehingga jembatan menjadi miring ke hulu atau utara dan langsung runtuh  ke Sungai Mahakam.

Dari kronlogis kejadian tersebut Kepolisian mengadakan langkah penyidikan untuk mengetahui lebih mendalam apakah ada kejanggalan – kejanggalan dalam peristiwa runtuhnya jembatan kutai kartanegara ini dengan menggunakan Pasal yang dikenakan ialah Pasal 359 Jo 360 KUHP Penjelasan dari Pasal kedua tersebut ialah sebagai berikut : 

Bunyi Pasal 359 KUHP

“barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama – lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. 

Bunyi Pasal 360 KUHP 

“barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun”.
B. Hambatan Penyidik Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Dalam Proses Penyidikan Kasus Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara

Setelah ditemukan beberapa temuan fakta ini pihak kepolisian berusaha untuk meningkatkan penyidikan agar bisa menetapkan tersangka di dalam proses pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara ini yang menelan aggaran sebesar Rp. 2.798.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) namun di dalam pelaksanaan nya Kepolisian mengalami beberapa hambatan seperti Kegiatan penyidikan perkara Pasal 359 KUHP jo Pasal 360 KUHP masih ditingkatkan dan keterangan ahli konstruksi jembatan, Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Pidana dan Labfor Mabes Polri terkait dengan penyebab runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan, karena masih dilakukan analisa metalorgi laboratorium terhadap mutu bahan atau struktur jembatan. Belum dapat ditemukannya barang – barang yang menjadi peralatan para pekerja PT. Bukaka Teknik Utama yang digunakan pada saat pekerjaan pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara, karena didalam sungai mahakam kedalamannya mencapai ± 56 meter dengan jarak pandang “0” visibiliti dan terdapat arus yang sangat deras.

Untuk itu pihak Kepolisian terus melakukan penyidikan, dan seperti yang disampaikan langsung oleh Bripka Dhamto Utomo sebagai penyidik dengan ditemukannya beberapa dokumen dan berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, penelitian dokumen dan dikaitkan dengan adanya barang bukti maka penyidik telah memperoleh dua alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang telah disita sehingga proses penyidikan dapat dimaksimalkan untuk menentukan bukti-bukti yang akurat dan menetapkan beberapa tersangka yakni :

1. M. Syahriar Fahrurozi (projek manager PT. Bukaka Teknik Utama), dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 dan 360 KUHP, dengan alasan tidak melakukan perencanaan dengan baik dan menyeluruh serta tidak menyampaikan hasil analisa terhadap jembatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempertimbangkan aspek – aspek lain seperti dampak sosial, seperti arus lalu lintas, kendaraaan, dari pelaksanaanya PT. Buakaka Teknik Utama terbukti memperkerjakan seseorang pekerja lepas yang tidak memiliki keahlian dalam bidang konstruksi jembatan, sehingga terkesan mengabaikan dampak yang terjadi pada saat pelaksanaan pemeliharaan ini.
2. H. Yoyo Suryana ST, MT selaku KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran) dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 dan 360 KUHP, terbukti ceroboh dalam mempersiapkan proyek pemeliharaan jembatan Kukar ini dengan baik tidak mengikatkan diri dalam suatu kontrak kerja dengan konsultan pengawas, sehingga CV. Archita yang sudah ditetapkan sebagai konsultan pengawas tidak terikat secara yuridis untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan proyek.
3. H. Setiono, ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 dan 360 KUHP yang mana tersangka terbukti tidak melakukan pelarangan terhadap kegiatan pemeliharaan tersebut, karena PPTK belum mendapatkan hasil analisa teknis engineering dan metode pelaksanaan pekerjaan dari yang berwenang.
KESIMPULAN
Dalam peristiwa ini Kepolisian Resort Kutai Kartanegara telah melaksanakan Tugas dan Wewenangnya berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9  Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara selanjutnya pada Proses Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kutai Kartanegara telah menggunakan wewenangnya sesuai dengan  Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 16.
Didalam Proses awal dari gelar Perkara sampai Penetapan Tersangka, Kepolisian mengalami beberapa hambatan seperti Kegiatan penyidikan perkara Pasal 359 KUHP jo Pasal 360 KUHP masih ditingkatkan dan keterangan ahli konstruksi jembatan, hukum pengadaan barang dan jasa, pidana dan Labfor Mabes Polri terkait dengan penyebab runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan, karena masih dilakukan analisa metalorgi laboratorium terhadap mutu bahan atau struktur jembatan. Belum dapat ditemukannya barang – barang yang menjadi peralatan para pekerja PT. Bukaka Teknik Utama yang digunakan pada saat pekerjaan pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara, karena didalam sungai Mahakam kedalamannya mencapai ± 56 meter dengan jarak pandang “0” visibiliti dan terdapat arus yang sangat deras.

SARAN
Seyogyanya Kepolisian dalam hal ini sebagai Aparat Penegak Hukum harus mencari celah untuk memperoleh dugaan korupsi yang mungkin terjadi pada saat pemeliharaan Jembatan Kutai Kartangeara.

Seharusnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini yang memiliki pekerjaan dan bertanggung jawab secara keseluruhan harus lebih cermat dan lebih teliti dalam pelaksanaan Pemeliharaan jembatan Kukar, dr mulai perencanaan, sampai pada tingkat pelaksanaan di lapangan, sehingga tidak terjadi hal – hal yang mengakibatkan bahaya bagi pekerja dan pengguna Jembatan Kutai Kartanegara

Sebaiknya pihak PT. Bukaka Teknik Utama lebih professional dalam meperkerjakan para pekerja yang kompeten dan Ahli di bidangnya masing – masing, sehingga tidak terkesan menyalahi aturan didalam pelaksanaan pemeliharaan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU BACAAN
Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Sofyan, 2014, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Penerbit PT Kencana, Jakarta.
Djumaidi, 2008, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartono, 2010, Penyidikan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan), Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta.

M. Sodiq, 2008, Panduan Penulisan Hukum, Penerbit Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda.

Moehar Daniel, 2005, Metode Penelitian Sosial Ekonomi,  Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana, 2010, Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT Aneka Ilmu, Semarang.

M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Masalah Dan Penerapan KUHAP Dalam Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, PT Sinar Grafika, Jakarta.


